BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NoMOR U0 TaHUN 2019

TENTANG

BESARAN HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI
KEGIATAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU,
PENGADUAN MASYARAKAT DAN KASUS PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Pengaduaan
Masyarakat dan Kasus Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2019 perlu diberikan Honorarium Pemberi
Keterangan Ahli/Saksi Ahli yang diberi tugas menghadiri
dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan
keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat
penyidikan dan/atau persidangan di Pengadilan yang
besarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

1L,

12,

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (LembaraN Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pedoman = Tatacara  Pengawasan  Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018
tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);




Menetapkan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM
PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN
TERTENTU, PENGADUAN MASYARAKAT DAN KASUS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019

Pasal 1

Honorarium diberikan kepada Pemberi Keterangan Ahli/Saksi
Ahli yang diberi tugas menghadiri dan memberikan
informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang
tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau
persidangan di pengadilan.

Pasal 2
Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan

pada saat diberi tugas menjadi Pemberi Keterangan
Ahli/Saksi Ahli dengan perincian sebagai berikut :

I Pengadilan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta
Negeri/Pengadilan Rupiah)
Tata Usaha

Negara Tingkat I
II Pengadilan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta
Tipikor Rupiah)
Pasal 3

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4
Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran
2019.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal b Mt 20l

l{' BUPATI PURWAKARTA, /&

Of ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal b M 201

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

-

-

Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR [0£
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